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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh temuan penulis di lapangan tentang
ketidaksesuaian dalam implementasi Pasal 38 Peraturan Menteri Agama nomor 20
tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan. Berawal dari keluhan Masyarakat
tentang rumitnya mengurus dokumen kependudukan, dalam hal ini adalah
pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama. Ketimpangan, kerancuan, dan
saling lempar wewenang menjadi alasan timbulnya problematika yang dapat
dikatakan mempersulit Masyarakat luas.

Tujuan penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah, 1) Untuk memahami
bagaimana esensi dan implementasi dari Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun
2019 tentang pencatatan perkawinan khususnya pada pasal 38 yang terindikasi
menimbulkan multitafsir dan tidak sesuai penerapannya di lapangan. 2) Untuk
mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dihadapi oleh Pegawai Pencatat Nikah
dalam menerapkan Permenag 20 tahun 2019 di Kabupaten Jombang. 3) Untuk
memberikan gambaran perbedaan antara Pasal 38 Permenag dengan Pasal 70-71
UU Adminduk.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris (Field
Research), dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan
metode wawancara dan dokumentasi ditambah dengan sumber-sumber lain yang
berupa literatur, jurnal, artikel dan sumber lainnya yang sesuai dengan penelitian
ini.

Hasil penelitian ini adalah: 1) Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019
merupakan langkah pemerintah untuk melindungi hak-hak dan kewajiban warga
negara Indonesia yang berhubungan dengan keperdataan apabila diterapkan dengan
benar sesuai ketentuan yang berlaku 2) Implementasi Peraturan Menteri Agama
nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan di Kabupaten Jombang dinilai
sudah cukup baik, meskipun terdapat kendala dengan munculnya problematika baru
yang dihadapi Masyarakat pada saat mengurus dokumen data kependudukan di
Kantor Urusan Agama 3) Perbedaan 2 peraturan yang mengatur data kependudukan
seharusnya dapat se-segera mungkin dibenahi, supaya selaras antara keinginan
negara dan kebutuhan Masyarakat terkait data kependudukan. Problematika yang
muncul menjadi aspek yang harus segera dituntaskan, baik oleh pemerintah pusat,
pegawai lembaga terkait data kependudukan, maupun Masyarakat sebagai subyek
yang dilindungi dengan adanya Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 ini.
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This research is motivated by the author's field findings regarding
inconsistencies in the implementation of Article 38 of the Minister of Religious
Affairs Regulation Number 20 0of 2019 concerning marriage registration. This stems
from public complaints about the complexity of managing population documents,
specifically marriage registration at the Office of Religious Affairs (KUA).
Imbalances, confusion, and the shifting of authority have led to problems that can
be said to complicate matters for the wider community.

The objectives of this research are to address the following problem
formulations: 1) To understand the essence and implementation of the Regulation
of the Minister of Religious Affairs Number 20 of 2019 on marriage registration,
particularly Article 38, which tends to generate multiple interpretations and is
inconsistently applied in the field, 2)To identify the strengths and weaknesses faced
by Marriage Registration Officers in implementing the Ministerial Regulation
Number 20 of 2019 in Jombang Regency, 3) To provide an overview of the
differences between Article 38 of the Ministerial Regulation and Articles 70—71 of
the Population Administration Law.

This study uses an empirical juridical method (Field Research) with a
qualitative approach. Data were collected through interviews and documentation,
supplemented by other sources such as literature, journals, articles, and relevant
references supporting this study.

The findings of this research are as follows: 1) The Regulation of the Minister
of Religious Affairs Number 20 of 2019 represents the government’s effort to
protect the civil rights and obligations of Indonesian citizens when properly
implemented in accordance with applicable provisions, 2)The implementation of
this regulation in Jombang Regency is considered fairly good, although new
challenges have emerged, particularly regarding the public’s difficulty in managing
population administration documents at the Office of Religious Affairs, 3) The
differences between the two regulations governing population data should be
promptly reconciled to ensure harmony between state policy and public needs
related to population administration. The arising problems must be urgently
resolved by the central government, officers of the institutions managing population
data, and the public as the subject protected under the Regulation of the Minister of
Religious Affairs Number 20 of 2019.
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